
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayar ( 1 i 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 
Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penuapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Baral (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 
4 Talrun 1968 tentang Pembentukan Kabupatcn Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Baral 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 3L Tambahan Lembaran Negara Republik lndcnesia 
Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 teritang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lerribaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang ... 

\ 
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14. Undang-Undang ... 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.. 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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20. Peraturan ... 

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5568); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 741); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

30. Peraturan ... 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5351); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negaran 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja 
Pres id en Bi dang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja 
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 26); 

38. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Pera tu ran Presiden Nomor 54 Tahun 20 l O ten tang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah (Lem bar an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

39. Peraturan ... 
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49. Peraturan ... 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

4 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 
Nomor 9); 
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60. Peraturan ... 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daer ah 
Kabupaten Bogar Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogar Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 44); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 45); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogar Nomor 48); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 49); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 50); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Bogor Tahun 2010 Norn or 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 
Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogar Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pendirian Badan U saha Milik 
Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 80); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogar Tahun 2011 Nomor 7); 
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73. Peraturan ... 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2011 Nomor 8); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaari 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogar Nomor 58); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Ciawi dan Rumah Sakit Umum Daerah 
Cibinong (Lembaran Daerah Ka bu paten Bogor Tahun 2011 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 59); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupa ten 
Bogor Tahun 2011 Nomor 13); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 61); 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 
tentang Pembentukan BUMD Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 63); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2011 Nomor 25); 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2011 Nomor 27); 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2011 Nomor 28); 

70. Peraturan Daerah Ka bu paten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2011 Nomor 29); 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Cileungsi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dae rah 
Kabupaten Bogor Nomor 65); 
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Memperhatikan .... 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2012 
ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13); 

74. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14); 

75. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Sistem lnformasi Manajemen Pelaporan Data 
Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 5); 

76. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 
Nomor 7); 

77. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten 
Bogor Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Prayoga 
Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 76); 

78. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air 
Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 10, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 77); 

79. Peraturan Daerah Ka bu paten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2014 Nomor l); 

80. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Sadan Usaha Milik Daerah di Bidang 
Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 
Nomor 3); 

81. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); dan 

82. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Bogor Tahun 2014 Nomor 7); 
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Pasal 3 ... 

623.582.956.713,00 Rp. 

673.082.956.713,00 

49.500.000.000,00 
Rp. 

Rp. 

c. Pembiayaan 
- Penerimaan 
- Pengeluaran 
Pembiayaan Netto 

Rp. 

5.378.094.139.798, 16 

4.899.883.275.105,00 

4 78~210.864.693, 16 

Rp. 

Rp. 

a. Pendapatan 
b. Belanja 

Surplus 

Pasal 2 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf a, sebagai berikut: 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 1 
( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan 
memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; dan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

BUPATIBOGOR 
MEMUTUSKAN: 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
BOGOR 

Dengan Persetujuan Bersama 

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 
903/Kep.951-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bogor tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Bogor 
ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pend a pa tan dan Belanja Daerah Tah un 
Anggaran 2014; 
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Pasal 5 ... 

Rp. 18.168.758.328.991,00 
Rp. 5.975.932.842,97 
Rp. 18.162.782.396.148, 10 

a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas Dana 

Pasal 4 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 
Desember 2014 sebagai berikut: 

8.329.154.713,00 Rp. 

615.253.802.000,00 
623.582.956.713,00 

Rp. 
Rp. 

a. Setelah Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih Lebih 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 
sejumlah Rp. 8.329.154.713,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 

(Rp. 

56.936.000.000,00 
49.500.000.000,00 
7.436.000.000,00°) 

Rp. 
Rp. 

a. Setelah Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih Kurang 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp. 7.436.000.000,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp. 672.189.802.000,00 
Perubahan 

b. Realisasi Rp. 673.082.956.713,00 
Selisih Lebih Rp. 893.154.713,0C) 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp. 893.154.713,00 dengan rmcian sebagai 
berikut: 

4 78.210.864.693, 16 Rp. 
------------ .. - 
Rp. l.093.464.666.694, 16 Selisih Lebih 

b. Realisasi 

(3) Selisih defisit anggaran dengan realisasi defisit sejumlah 
Rp. l.093.464.666.694,16 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Defisit Anggaran Setelah Perubahan (Rp. 615.253.802.000,00) 

882.596.514.895,00) (Rp. 
4.899.883.275.105,00 Rp. b. Realisasi 

Selisih Kurang 

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp. 882.596.514.895,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Belanja Setelah Rp. 5.782.479.790.000,00 

Perubahan 

Rp. 5.378.094.139.799, 16 
Rp. 210.868.151.799,16 

Setelah Rp. 5.167.225.988.000,00 a. Anggaran Pendapatan 
Perubahan 

b. Realisasi 
Selisih Le bih 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
( 1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan 

sejumlah Rp. 210.868.151.799,16 dengan rincian sebagai 
berikut: 

Pasal 3 
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Lampiran 1.10 ... 

Lampiran I. 9 

Lam pi ran I. 8 

Lampiran I. 7 

Lampiran I.5 
Lampiran 1.6 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan pemerin tahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan daerah; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal (investasi) 
Daerah; 
Daftar realisasi penambahan clan 
pengurangan aset tetap daerah; 
Daftar realisasi penam bahan clan 
pengurangan aset lainnya; 
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai dengan akhir tahun 
dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran berikutnya; 

Lampiran I.4 

Lampiran I.2 

Laporan Realisasi Anggaran; 
Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah 
dan organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program clan 
kegiatan; 

Lampiran I.3 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I 

Lampiran I. l 

Pasal 7 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

a. Sal do kas awal per 1 Januari Rp. 652.855.128.532,00 
2014 

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. l .710.460.546.066, 16 
Operasi 

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas (Rp. l .232.249.681.373,00) 
Investasi Aset Non Keuangan 

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas (Rp. 29.272.171.819,00) 
Pembiayaan 

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp. 0 
Non Anggaran 

f. Saldo Kas 31 Desember 2014 Rp. 1.101.793.821.407, 16 

Pasal 6 

Pasal 5 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf c sebagai berikut: 
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Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Daerah ini.

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
Bupati menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 September 2015

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  PROVINSI
JAWA BARAT 173/2015

ttd

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI
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